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QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR: 6 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBERDAYAAN KOPERASI
DALAM KABUPATEN SIMEULUE
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DENGAN RAIIMAT ALLAH Y ANG MAHA KUASA
BUPATI SIMEULUE

Menimbang ~ : o bahvm Kopemsi scbagsi badan wsaha cdan gerken ekonomi
Kerakyatan turnt berperan dalam mewujudken masyaralcat sejahters,
adil dan malaaur berlandaskan Pancasily dan Undang-Undsng Dasar
1945 yang dibangun atas duser ta'wwwun (saling membmtu)
berdasarkan atas asas kekeluargaun dan demokrasi ekonomi;

b, hahwa koperasi mempunyai kedudukan sebagai sokoguru dan bagian
internal dari tsta perckonomian Indonesia, belum mumpu berfungsi
secara optimal dulum membengun den mengembangkan potensi. dan
kemampuan  ekonomi  anggots den  mosyasalkat dalam  upaya
peningkaten kesejahserasn ekanomi dan sosialnya;

¢ bahwa Undang-Undeng Nomor 18 Tahun 2001 memberikin
Kesempatan vana lebih huas kepada mivat Aceh untok mengatur du
mengurus rumsh (agganys sendi termasuk  sumber ckonomi,
menggali dan meagimplementasikan tata ekonomi kerakyatan yang
scanat dengan niled kehicupan masyasakat Aceh yang Islami;

d. bahwa wtuk mekeud tersebut dalam huruf 2 b dan ¢ pedu diatur
dnlaw suatu Qanun,

Mengingat ;1. Undang-Undang Nomor 25 Tabun 1992  tentmg Perkopemsian
{lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun 1992 Nosmor 116,
‘Tambuban Lemberan Negats Notaor

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahna 1994 terang  Persyaratan dan tata
car Pengesahan Akts Pendirian dan Péngesshan Adpgwan Dasar
Koperasi serta Perattran Pelaksanaannya {f.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 1143;



I

Unding-Undagg Nomor 17 Talun 1994 teotang  Fembubaran
Kaperasi sleh Pemerintah (Lomharan Negara Republik Indomesia
“ahon 1994 Nonsar 24, Tambahan Lembaran Nepara Nomor 2549);

Undang-Undang Nomor 9 Tehon 1995 tentang  Usaba Kecil
(Lemboran Negara Republik Indoncsia Tahun 1995 Nomor 74,
Tembahan Lembaran Negara Nomor 3611);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999  tentane  Pembentukan
Kabupaten Rircun dan Kabupalen Simeulue (Lembamn Negara
Republik indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tamhahan 1embaran
Negara Nomor 3897

Undﬂng Um!unl, ’\omor 18 Tahun 2001 tentang Chonomi Khusus.

i Nanggroe Acch
Darussalam {Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahm 2000
Nomor |14, Tambahan Lembaran Negara Nomor £134);

Undeng-Undang Nomor 11 Tahun 2004 tentmg  Pembentukan
Peraturan  Perundamg-\Undangen  {Lembaran  Negara Republik
fndomesia Tahon 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaren Negara
Namor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintshan
Unersh  sebagaimana telsh diubsh denpan Peratutan Pemerintah
penggenti Undang-undang Namor 3 Tahun 2005 tentang Perabshan
atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembarar. Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomoer
38, Tambaban .embaran Negars Nomor 4493

Undang-Undang, Nomor 33 Tahun 2004 tentang  Perimbangan
Keuangon Astars Pemerintmh Pusét dan Daersh (Lemburan Negara
Republik Indoncsia Tahun 2004 Nomor 126, Tembahan Lembaran
MNegara Nomor 4438,

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tabun 1995 entang Pelaksansen
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam olch Koperasi (Lembaran Negara
Repudlik Tndonesia Talun 1995 Nomor 19, Tambahan Lemburan
Nepar Nomor 3591):

Peraturan Pemerintsh Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal
Penyertaan Pads Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tuhun 2000 Nomor 52, Tambehan Lembatan Negara Nomor 3952);

Pesauran Pomerinteh Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenagan
Pemerimal dan Kewenengan Pemerintal: Propinsi sebagal dacrah
Otanom  (Lemburan Megara Republik Indoncsia Tahus 2000 Nomor
54, Tambaban Lembaran Negara Nomor 3952);

Peratuan Pemerintsh Namor 20 Tahun 2001 tentang Pembluaan dan
Pengawasan sins Penyelengparaan Pemerintah Dacrah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Nogam Normor 4890),



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
MEMUTUSKAN:

Menetapkan 1 QANUN KABUPATEN SIMEULUE ENTANG
PEMBERDAYAAN KOPERASI DALAM KABUPATEN SIM.ELILUE

BAR
KETENTUAN TMUM

Pasal 1
Dealam Qanun ini yang dimaksud dengan ;

Daeah adalah Kabupaten Simeulue;

Pemerintah 1Dscrah adalsh Bupatl beserta perangknt daersh atonom lainnya

sebagai Bedan Flosekulif Daerah;

Bupati adajah Bupaii Simeulue;

Wikl Bupeti adalb Wakil Bupati Simeulne;

. Dewsn Perwakilan Rokyatr Decrah Kebupaten Simeulue yang selanjwnya

disingkot DPRD Kahupaten Simeulue, aduloh Badan Legislatit Dacrah;

Dinas Koperasi dan Pengusalia Kecil Menengah adalah Dinas Keperasi dan

Pengustha Kecil Menengah Kubupaten Simenue:

adalah yang. kehidupan kopernsi;

Pemberdayaan adalah kegistan dim atau upaya yang dilaksansken oleh

Pemerinuh, Pemeintah Daerah, Organisasi Gerakan Koperasi (DEKOPIN)

dan ums)arakal alam upaya menumbuhken iklim wsaba, peningkatin
usahe serta k achingga koperasi

tombuch b:tkﬁmbaug menfadi perusshasn yeng tangguh dan mandiri;

Roperasi odalah Badan useha dan pecakan ckomomi rakyat yang

heremseotalsan orang seomang stas Badan Hukum Koperasi berdasarkan asas

kekeluargaan (ta"awwun) dan pada prinsip-prinsip kope

Gerakan Koperasi adulabh keselurohan organisasi koperusi dan Legiatan

perkoperasian yang bersifal terpadu menuju tereapainya cilaecita bersama

Laperasi;

k. Kopemsi Primer adalah Koperasi yang didiikun vleh dan beranggotakan

oiang scorung, sedikitiy 20 (dua puluh) omeg berdasarkan kepentingan

ekonomi yang same:

Koperasi Sckunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan

sedikitny 3 {tiga) busl keperasi primer dalam satu utau beborapa wilayah

atas dasar kepentingan usaha dan kerjusame ekotoni;

Dewan Koperasi Indongsia [DEKOPIN) adaloh orgenises) tunggal gmkm

koperasi Indonesin yang bemifat Ml dan oonom, w

memperjuaagkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aa.plta.n

koperasi, Pada tingkt Provinsi disshur Dékopin Wilayah dan pada tingkat

Kabupaten disehut Pekopin Daerah,

Lembaga Pendidikon, Koperasi {lapenkop) sdalsh Opganisesi dibawah

Tekopin yong berfungst sehagai feluksana bidang pelatibian pevkoper
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BABII
PEMBENTUKAN LEMBAGA
Pasal 2
(1) Sebagsi wadah untuk memperjuangken kepentingan dan bertindak sehagai
‘pembawa aspirasi koperasi dibentuk Dewan Koperasl Indonesia (DEKOPIN)
Kabupaten Simeulue .

(2) Untuk menjerin terselonggaranya lembaga DEKOPIN pemerintoh. daeraly
swgjih menelipkan dana stimulan / opernsional setiap Tahun Angearac.

PEMBERDAYAAN SIMD%‘RDAYA KOPERASL
Begian Pertaima
FPasal 3
(T)galam upaye peningkaten kwalitas pEngurus, Tengewns maupnn anggols

s Koperasi maupun Dekopinda  menyelengeorakan  pendidikan
perkoparasian dan pelathen bideng usahn bagl anggotanye setiap tehur kerja

(2) Dalam pery pondidilnper sian, koperasi
dengan Dewan Kopernst Indonesia (DEKOPIN) [ LAPENKOP schugai wudi
penyalur aspirasi dan pembinaan perakan koperasi elou deagan piak-pilik
ketiga lsinnya

(3) Setinp koperasi memprogramken dana pendidikan darl bahagian Sisa Hasil
Tsaba (SHU).

(4) Sctiap Lembaga Pendidikon formal dape: memberikan main pelajaran
perkoperasian schajzai muaian lokal dan disesnaikan dengun pengelenggaraan
ctonomi khusus dag pelaksanam Syeriat Tslm.

Pasal 4

(1) Modat Koperasi becasal darj modal sendiri, modal pinjaman perbankan dan
‘buntuan perkuntin modal dari Pemeriatah BUMN/BUMD serte pihak ketiga
yung sl

(2) Dulam upays pemberdaysan hoperasi, Pemerintsh dan Pemerintah Daesah

ji ilitasi keperasi unfuk modal duri Jembaga
kevangm dan pihak swasta lainaya.

(5} Bantusn  permodalan hepada koperasi yong  dipeuntukan  schagai
penermbangan wsaha baik modal kerja maupun infestasi yang boresal dari
Pemerintsh Pravinsi stou Kabupsten dapat diberikan kepada loperasi yang
cukup sehat, melalui Rekomendasi Dekopinda.

4) Dalan tangka memperolel dukungan dan fasilitsst permodalan koperasi,
Pemerimah Provingd, Kabupaten, memfusilitasi pembentukan Lembaga
Penjaminan Kredit Dazrah (LPKD).



